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ABSTRAK:

: Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut di 
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung 

: APRISKA TRIANI 
: 02043100234
: Penyelidikan, Penyidikan, Perikanan 

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan 
luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang 
sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya 
tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi. Tindak pidana pencurian perikanan 
laut sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak 
pidana yang rapi dan teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya 
memberantas pencurian perikanan laut karena pencurian perikanan laut adalah 
termasuk kategori “kejahatan teroganisasi”. Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku 
yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, 
kuat dan mapan. Banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini 
tindak pidana pencurian perikanan laut masih tetap berlangsung.

Di dalam penelitian ini tidak terlepas dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian 
lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 
yang bersumber dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang 
serta TNI AL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan cara purposive sampling, 
karena orang yang dijadikan responden / narasumber dipilih dari orang-orang yang 
bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. 
Sedangkan untuk menganalisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian perikanan laut diawali dengan 
laporan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan, jika dari hasil 
penyelidikan telah cukup bukti dan petunjuk terjadi tindak pidana pencurian 
perikanan laut maka selanjutnya dilakukan penyidikan dengan melakukan penyitaan 
barang bukti, penangkapan tersangka, pemeriksaan tersangka, saksi-saksi maupun 
ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Judul Skripsi

Nama 
No. Pokok
Kata Kunci

X1U



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor 

perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber 

pendapatan dan rekreasi. Di Asia saja jumlah manusia yang mengandalkan ikan 

sebagai sumber utama protein hewaninya berjumlah kurang lebih satu milyar jiwa. 

Adapun jumlah nelayan (yang langsung bekerja di kapal ikan) diperkirakan mencapai 

15 juta jiwa, sedangkan yang bekerja secara langsung ataupun tidak langsung dengan 

sektor perikanan berjumlah 200 juta jiwa. i

Secara geografis, Indonesia sebagai negara bahari (archipelagic State),

mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95’ sampai dengan 141’ BT 

dan di antara 60’ LU dan 110’ LS. Sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia 

tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km2 (termasuk Zone Ekonomi Eklusif 

Indonesia / ZEE). Kalau dihitung, panjang pantai yang mengelilingi seluruh 

kepulauan Nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km, serta jumlah penduduk yang 

tinggal di kawasan pesisir terdapat lebih dari 40 juta orang. Berdasarkan data yang 

ada pada UnitedNation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS ’82), luas

http://www.ejfoundation.org/pagel63.html, Jmpact of IUU Fishing, diakses tanggal 13
Februari 2008.

1

http://www.ejfoundation.org/pagel63.html
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wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan laut seluas 3,1 juta km2, yang terdiri 

dari Perairan Kepulauan seluas 2,8 juta km2 dan Wilayah Laut seluas 0,3 km2."

Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta km2 

terdiri dari luas daratan 1,9 km2, laut territorial 0,3 juta km2 sedangkan perairan 

pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km2. Ini berarti seluruh laut di 

Indonesia berjumlah 3,1 juta km2 atau sekitar 62 % dari seluruh wilayah Indonesia.3

Potensi kekayaan sumbernya perikanan Indonesia mencapai 6,18 jutaan ton 

per tahun dan baru dimanfaatkan sebesar 58,19 %. Hal tersebut memperlihatkan 

indikasi bahwa potensi sumber daya perikanan Indonesia masih cukup besar

walaupun di beberapa wilayah perairan seperti Laut Jawa dan Selat Malaka telah 

menunjukkan tangkap lebih (overfishing).4

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan

perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak heran apabila kemudian 

sektor kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam 

pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasaan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup nelayan kecil, 

pembudidaya ikan kecil, dan pelaku usaha dibidang perikanan.

2 Djoko Pranomo, Budaya Bahari, Edisi Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

3 Anugerah Nontji, Laut Nusantara, Edisi Revisi, Cetakan Empat, Djambatan, Jakarta, 2005,

4 Sudirman Saad, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di 
Wilayah Perairan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia RI, Jakarta, 2003, Hal. 28.

2005, Hal. 2.

Hal. 4.
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Perairan Laut Cina Selatan yang luasnya kurang lebih 250.000 Km2 bahwa 

perairan ini ditaksir mempunyai potensi lestari / Maxsimum Sustainable Yield (MSY) 

sebesar 376.000 ton ikan/tahun dengan perincian 213.000 ton /tahun ikan dimersal 

dan 163.000 ton /tahun ikan pelagis, sedangkan sumber daya perikanan Sumatera 

Selatan diperkirakan seluas 95.000 Km2 dengan potensi lestari / Maxsimum 

Sustainable Yield (MSY) sebesar 154.375 ton /tahun, dimana 60 % dari potensi 

tersebut atau sejumlah 92.625 ton ikan /tahun berada di perairan pulau Bangka 

dengan luas 57.000 Km2 dari potensi lestari atau Maxsimum Sustainable Yield (MSY) 

sayang pemanfaatannya baru sekitar 48 % setiap tahunnya yaitu 44.460 ton ikan 

/tahun.5

Salah satu ukuran pentingnya peranan sektor perikanan dalam pembangunan

perekonomian nasional adalah besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB). Pada 2001, sektor perikanan dari produk primernya telah

memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2 % (Rp 25 

triliun) dan meningkat pada tahun 2002 menjadi 3 % (Rp 47 triliun), sedangkan 

apabila dihitung dengan produk sekunder (olahan) maka kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2002 hampir 10 %.6 Meningkatnya produksi

5 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang Tahun 2007, Data Base Perikanan 
Tangkap Kota Pangkal Pinang, Hal. 9.

6 http://www.dkp.go.id/index.php, Statistik Perikanan Tangkap, Kapal Total dan PDB Pada 
tahun 1997-2002, diakses tanggal 15 Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

http://www.dkp.go.id/index.php
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perikanan Indonesia tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar 

keenam di dunia.7

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perikanan mempunyai peranan yang

• 8cukup penting dalam pembangunan nasional Indonesia, yaitu:

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan

tangkap;

2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung

meningkat dari tahun ke tahun;

3. Untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;

4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu

mengurangi angka pengangguran; dan

5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Pangkal Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak

terlepas dari upaya dilaksanakannya penegakan hukum di bidang perikanan. Produksi

perikanan tangkap di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2007 adalah sebesar 19.714,2

ton /tahun dengan nilai Rp 285.132.462.000. Dari jumlah produksi tersebut di atas 

maka pemanfaatannya dapat digolongkan sebagai berikut:9

http://ftp.fao.org/Fl/STAT/Snapshots/02vs01.pdf, FAO : 2002 Capture Production Rcspect 
for The Previous Year, Increase / Decrease of The 30 Top Producing Countries, diakses tanggal 15 
Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

8 http://ftp.fao.org/Fl/STAT/Snapshots/02vs01.pdf, FAO : 2002 Capture Production Respect 
for The Previous Year, Increase / Decrease of The 30 Top Producing Countries, diakses tanggal 15 
Februari 2008, Jam 13.00 WIB.

9 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang Tahun 2007, Op.Cit., Hal. 21.

http://ftp.fao.org/Fl/STAT/Snapshots/02vs01.pdf
http://ftp.fao.org/Fl/STAT/Snapshots/02vs01.pdf
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= 19.714,2 ton1. Produksi ikan pada 2007

2. Pemanfaatan / penggunaan (pada 2007)

= 8.944,0 tona. Kosumsi lokal

= 2.731,0 tonb. Pengolahan

568,3 tonc. Eksport / antar pulau via bandara

= 7.470,9 tond. Eksport antar pulau via pelabuhan laut

= 19.714,2 tonJumlah

Sektor kelautan dan perikanan Kota Pangkal Pinang masih sangat potensial 

karena mempunyai wilayah penangkapan ikan atau sumber daya ikan yang sangat

baik pada kedua perairan tersebut dan masih mempunyai prospek yang cukup cerah

dalam pengembangannya karena pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan 

pada kedua perairan tersebut belum optimal.10

Sayangnya pendayagunaan sektor perikanan laut di daerah Pulau Bangka

terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan laut yang terjadi, 

misalnya: pencurian ikan oleh kapal berbendera asing ilegal, penggunaan jenis alat 

tangkap yang tidak diperbolehkan, cara dan isi pelaporan hasil tangkapan yang tidak 

sesuai dengan data sesungguhnya, pelanggaran jalur penangkapan, tidak dipenuhinya

,0 lbid.y Hal. 9.
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persyaratan administrasi, pelanggaran ukuran mata jaring atau dokumen-dokumen 

perusahaan atau kapal yang tidak sah.11

Akibat maraknya tindak pidana di bidang perikanan laut tersebut Indonesia 

mengalami kerugian yang sangat besar. Jumlah devisa negara yang hilang akibat 

tindak pidana di bidang perikanan laut setiap tahunnya diperkirakan mencapai dua 

miliar USD.12

Tindak pidana di bidang perikanan laut sebenarnya telah menjadi isu yang 

sangat penting dalam manajemen perikanan laut dunia. Sewaktu nelayan 

menggunakan kapal-kapal ikan tradisional dengan alat-alat perikanan yang sederhana, 

mereka pada umumnya berpendapat bahwa ikan tidak akan habis karena ikan 

merupakan sumber daya yang mampu berkembang biak sehingga mampu 

mengimbangi tekanan penangkapan. Dengan kemajuan zaman di mana kapal-kapal 

ikan semakin modem dan dilengkapi alat-alat penangkap canggih yang dapat

mendeteksi keberadaan dan pergerakan ikan, kemampuan penangkapan ikan menjadi

sangat efesien.

Terlebih lagi dengan jumlah kapal ikan yang makin meningkat tanpa adanya 

kontrol, dengan sendirinya tekanan terhadap sumber daya ikan semakin meningkat

11 Kasus pencurian perikanan laut yang terjadi pada wilayah Daerah Kepulauan Bangka 
Belitung yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan digunakan undang-undang perikanan 
(Undang-Undang No.31 Tahun 2004) diantara kasus tersebut, yaitu penangkapan ikan dengan 
menggunakan trawl tanpa dokumen yang sah (pasal 85 jo pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 31 
Tahun 2004, ada sebanyak 12 kasus yang semuanya dilimpahkan kepada penuntut umum. Lihat Data- s 
Penanganan Perkara Direktorat Polair Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian: Negara- 
Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan. \ 'Ll .r \ -:V V4 ) • l

http://www.dkp.go.id.php?c=2366, Menyimak Kinerja Pengawasan dan Penertiban /C/t/• ‘ :r
Fishing, diakses tanggal 20 Februari 2008, Jam 13.00 WIB. ' ' * ’

* * v
''v

v; a<.

Y O .
v

\

http://www.dkp.go.id.php?c=2366
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pula dan biasanya berakhir dengan peningkatan kegiatan penangkapan yang berakibat 

exploitations terhadap sumber daya ikan (overfishing) dan dengan sendirinya 

tidak menjamin kepentingan generasi yang akan datang.13 Akibat dari tangkap lebih 

(overfishing) tersebut saat ini di dunia hanya tinggal dua fishing ground (salah 

satunya adalah Indonesia) yang masih memiliki sumber daya perikanan yang cukup 

memadai, sedangkan 12 fishing ground lainnya habis terpakai.14

Menyadari kondisi perikanan yang demikian, pada tanggal 31 Oktober 1995 

Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF) yang bersifat internasional namun mengikat secara 

sukarela dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi 

pemanfatan sumber daya perikanan laut yang berkelanjutan baik dalam tatanan

over

global, regional maupun nasional. Melalui Code of Conduct for Responsible Fisheries

(CCRF) diharapkan semakin banyak negara perikanan dunia yang mau memperbaiki 

pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanannya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan dan keinginan negara masing-masing tanpa harus merasa terikat untuk 

menjalankan ketentuan-ketentuan yang dirasakan memberatkan.15

Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan Food and 

Agriculture Organization (FAO), Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki

13 Purwito Martosubroto, Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global, Jurnal Hukum 
Internasional, Volume 1 Nomor 3 April 2004, Hal. 468-469.

http://www.kompas.com, Tony Wagey, Mengelola Ikan Secara Bertanggungiawab, diakses 
tanggal 20 Februari 2008.

Darmawan, Indonesia dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek 
Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini, Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 3 
April 2005, Hal. 489.

http://www.kompas.com
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pengelolaan perikanan laut nasional. Salah satu usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan penegakan hukum di bidang 

perikanan laut yang selama ini dirasa lemah.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum tersebut, pemerintah Indonesia 

memberlakukan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan 

Indonesia. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan 

Indonesia dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi semua aspek pengelolaan 

perikanan dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta 

perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan perikanan.16 Dengan lahirnya 

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini diharapkan penegakan 

hukum di bidang perikanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga

menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas 

pengelolaan perikanan yang baik.17

Selain tidak adanya payung hukum dan mekanisme hukum acara peradilan 

yang sesuai dengan tuntutan kondisi di bidang perikanan laut, faktor lain yang 

menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang 

perikanan laut adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini terutama 

adalah penyidik, yang memegang peranan penting dalam hal penegakan hukum di 

bidang perikanan laut karena penyidik merupakan instansi penegak hukum yang

Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
17 IbicL
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pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Menjerat pelaku secara keseluruhan sebenarnya hal yang sangat penting 

mengingat pencurian perikanan laut adalah tindak pidana yang melibatkan berbagai 

pihak. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan 

pidana. Tindakan untuk memberantas tindak pidana pencurian perikanan laut telah 

dilakukan pemerintah bertahun-tahun termasuk mengubah dan menambah peraturan- 

peraturan mengenai tindak pidana pencurian perikanan laut. Akan tetapi semua usaha 

yang dilakukan masih kurang berhasil seperti yang diharapkan.

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian merupakan instansi terdepan yang 

berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, oleh karena itu 

diperlukan kemampuan dan personil yang memadai. Salah satu kemampuan yang

harus dimiliki penyidik Polri adalah melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian18 yang berguna untuk

mengungkap suatu perkara pidana. Hal tersebut sangat berguna untuk pengumpulan

bukti-bukti guna kepentingan pembuktian.

Proses penyidikan di bidang perikanan khususnya terhadap pelaku pencurian 

perikanan laut dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem 

Peradilan Pidana (criminal justice system). Sistem peradilan pidana merupakan sistem

18 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang No. 2 Tahun 
2002, (Lembaran Negara No. 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Pasal 14 ayat 
(1) Huruf h.
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dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.19 Dalam sistem peradilan

pidana, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan

penting, karena penyidik yang pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan

20atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.“ 

Dengan kata lain penyidik merupakan orang pertama yang menggerakan sistem 

peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, tindak pidana pencurian 

perikanan laut merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi, hanya 

penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian perikanan laut terkesan hanya 

menjadi tugas dan tanggung jawab petugas penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia.

Bekerjanya sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan

penyidikan tidaklah semudah dibayangkan, banyak kendala-kendala yang ditemukan 

sehingga sampai saat ini tindak pidana pencurian perikanan laut masih tetap 

berlangsung.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan tentang “Penyidikan Terhadap Tindak 

Pidana Pencurian Perikanan Laut di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Kepulauan Bangka Belitung”.

19 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 
Universitas Indonesia, 1999, Hal. 84.

20 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang No. 8 tahun 1981, (Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209), Pasal 106. *
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi titik fokus 

penelitian ini terbatas hanya pada masalah-masalah:

1. Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di 

wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap

tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian Daerah

Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang dianalisis, dengan

tujuan;

1. Untuk menjelaskan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut 

di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

2. Untuk mengungkap kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses 

penyidikan terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:
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1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademisi untuk 

menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pencurian 

perikanan laut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penyidik untuk menerapkan tugas 

dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya dalam penyidikan 

terhadap tindak pidana pencurian perikanan laut di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris

adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk

mendapatkan data primer maksudnya adalah sebagai data penunjang yang di 

dapat pada penelitian, terhadap penerapan hukum yang sedang berlaku.21

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang bersumber dari lapangan. Sifat datanya adalah kualitatif maksudnya 

menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data primer yang diperoleh melalui 

penelitian lapangan yang bersumber pada hasil wawancara terhadap Kepolisian

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif.\ Cet. V, CV. Raja 
Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hal. 13.
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Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisiai Perairan, PPNS 

Kelautan dan Perikanan Kota PangkalPinang dan TNI AL Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Dan juga data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang 

tersedia di lapangan yang berupa peraturan perundang-undangan ataupun 

mempelajari terhadap berkas-berkas perkara yang ada mengenai tindak pidana 

perikanan laut.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Pustaka

Studi pustaka penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan

diperlukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan tindak pidana perikanan

laut. Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya pada penelusuran

bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

sekunder (buku-buku tentang perikanan, dan laporan hasil penelitian) dan bahan

hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan 

kamus perikanan). Pengumpulan bahan-bahan hukum ini akan dipergunakan 

untuk melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan di dapat data yang 

akurat.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian hukum empiris diperlukan data lapangan yang lazimnya 

berupa keterangan / data / informasi tambahan dari orang-orang tertentu, yang



14

penentuannya dilakukan secara purposive sampling. Wawancara yang dilakukan 

dengan teknik purposive sampling karena orang yang dijadikan responden / 

narasumber dipilih dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan 

pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Adapun wawancara secara 

purposive sampling yang dilakukan dimaksudkan untuk melengkapi data 

sekunder, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap Kepolisian Daerah

Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang dan TNI AL

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data

lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa 

didasarkan pada gambaran-gambaran atau deskripsi penelitian dari sejumlah 

informan maupun data yang terkumpul melalui study dokumen. Kemudian data 

tersebut disusun secara sistematis untuk menjadi kesimpulan akhir dan sekaligus 

menjawab masalah-masalah di atas.
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